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PELAYANAN KEBUTUHAN
UNTUK USAHA MIKRO, P

Menimbang

Mengingat

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR {1 TAHUN 2012

TENTANG

BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI
ERIKANAN, PERTANIAN, PERTAMBANGAN,

HAN PELAYANAN UMUM DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

to

BUFATI REMBANG,

bahwa daiam rangka meningkatkan peiayanan yang
lebih efektif dan efisien, dalam pendistribusian Bahan
Rakar Minyak (BBM) persubsidi yang tepat sasaran
kepada konsumen pengguna, perlu diatur Pelayanan
Kebutuhan Bahan Bakar Minvak (BBM) Bersubsidi
uatuk Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian,
Pertambangan dan Pelayanan Umum di Kabupaten

Rembang;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalm huruf a, perlu ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daeran  Kabupaten dalam
Lingkunrgan Propinsi Jawa Tengah,

iUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negera Republik [ndonesia
Tahun 2004, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Rzpublik Indonesia Nomor 4415);

Ul}dang—Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
50608, Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Samerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
‘ndonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan
Lermbaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4437)
sebageimana telah beberapa Kkali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor

4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tanun 2011 tentang
Pemberntuxkan Peraturan Perundang  -undangan
(Lerabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011,
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Irdonesia Nomor 5234) -



Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang
Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
3umi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002, Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);

7 peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 124
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4436);

8. Kepurusen Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Badan Pengatur Penvediaan dan
Fendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Fengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;

9. Peraturan Presiden Nomor !5 Tghun 2012 tentang
Harga Jual Eceran dan Konsuniecn Pengguna Jenis
I3ahan Dsakar Minyak Tertentu,

10. Perasuran Dacrah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangai Pemerintahan Daeran kabupaten
Rembang (Lembaran Daerah IKkabupaten Rembang
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kobupaten Rembang Nomor 82);

| 1. P=raturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12
manun 2008 tentang Orgaisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang(Lembaran Daerah
Kabupatern Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
Lerabaren Daerah Kabupaten Rembang Nornor 30),

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KEBUTUHAN

BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI UNTUK
USAHA MIKRO, PERIKANAN, PERTANIAN,
PERTAMBANGAN DAN PELAYANAN UMUM DI
KABUPATEN REMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengar :
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Bupati adalah Bupati Rembang.

3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda
acalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

4. Konsumen pengguna adalah perorangan atau badan
et anig il iggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM)
bersubsidi meliputi usaha mikro, perikanan, pertanian
pertambangan dan pelayanan urmum. '



5. Titik Serah adalah tempat/ lokasi untuk menyerahkan barang/

kemoditas.

ualan barang yang ditentukan

6. Harge Jual Eceran adalah nilai penj 1t
an 1 barang yang terbatas/sedikit.

dengan uvang dengan jumlah penjualan

SPBU adalah tempat dimana kendaraan bermotcr bisa memeperoleh
bahan oakar.
BAB 11

MAK.SUD DAN TUJUAN

Pasal 2

adalah untuk meningkatkan
dalam pendistribusian Bahan
t sasaran kepada konsumen

Maksud Penetapan Peraturan Bupati
pelayanan vang lebih efektif dan efisien,
Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tepa
pengguna.

Pasal 3

ati adalah untuk mernjamin pemenuhan

Tujuan Penetapan Peraturan Bup
asan dan pencegahan penyalahgunaan

kebutunan, pengendalian, pengaw
peruntukan BEM Bersubsidi

BADB III
HARGA JUAL ECERAN
Pasal 4

Harga Jjual Eceran Bensin (Gasoline RON 88) dan Minyak Solar (Gas Oil) di
titil. serah sctiap liter ditetapken sebagai berikut :

a. Bensin sehesar Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);

b. Minyak Sclar sebesar Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

BAB IV
KONSUMEN PENCGUNA BBM BERSUBSIDI
Pasal 5

(1) Konsumen pengguna yang berhak mendapatkan pelayanan BBM
bersubsidi meliputi
a. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang usaha mikro, meliputi :
- memiliki kelkayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima
puh‘m juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha;
- memnilili hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-

(tiga ratus juta rupiahj;

b. Konsumen pengguna vang bergerak di bidang usaha perikanan,
meliputi pembudidaya ikan atau udang, nzlay » prnggarap Ans
pemilik, serta petambak garam,

c. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang usaha pertanian,
melipuii pembudidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
peternakan dan Usaha Pelayanan Jasa Alat (UPJA) mesin pertanian;

d. Konsumen pengguna vang bergerak di bidang pertambangan reliputi
usaha pertambangan mikro;

e. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang pekerjaan umum
meliputi krematorium,

f  Konsumen pengguna untuk penanggulangan bencana alam,;

g Konsumen pengguna yang bergerak di bidang pelayanan sosial
meliputi penerangan dan mesin pompa air untuk Keperluan
sekolahan/ opesantren, tempat ibadah, rumah sakit type C,
puskesmas, panti asuhan dan panti jompo. i



joouna sebagaimarié dimaksud pada ayat (1)

(2) Penetapan konsumen peng
wPD yang berwenang.

menjadi tanggurs jawab S
BAB V

‘TATA CARA PENGAJUAN REKOMENDASI BBM BERSUBSIDI

Pasal 6
M bersubsidi yang dilampiri :

(1) periaohonan rekomendasi BB
ari Kepala Desa/Lurah yang

a. KTP Pemohon;

b. Sura: ljin Usaha/ Surat Pengantar d
diketahui oieh Ceuna®

c. Kebutuhan BBM yang ciaiukan;

d. SPBU, titik serah yang dituju

50 GT yang melakukan aktifitas bongkar muat

2) Bapi kapal ikan di bawah .
@) 5o %ain honan rekomendasi

di Kabupaten Rernbang dapat mengajukan Ppermo
%BM bersubsidi di Kabupaten Rembang.
sna tercantum dalam

(3) Format rel-omendasi dan kartd kendali sebageim: _ _
Lampiran [, IT dan Il merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupat! ini.

BAB VI
MEKANISME PELAYANAN
Pasal 7
(1) Pelayanan Kebuinhan BBM bersubsidi kepada konsumen pengguna
dilakuken di titik serab.

meadapatkan  pelayanan kepbutuhan BBM

(2) Konsumen - pengguna 1 :
rekomendasi dari SKPD yang

bersnubsidi  seteian mendapatkan
berwenarng,

(3) Kepala SKPD yang Lerwenangz memberikan rekomendasi BBM bersubsidi

melisuit :

a. Kepaia Dinas Perindustrien, Perdagangar, Koperasi dan Usaha Mikro,
Fecil dan Menengah Kabupaten Rembang wuntuk usaha mikro
sebagaimana pasal S ayat (1) huruf a;

b, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kahu%f wr Demhang ntelr
usaha perikanen sebagaimana pasal 5 ayat (1) uruf b;

c. Kepala Dinas Pertanian da Perkebunan Kabupaten Remnbang untuk
usaha pertanian sebagaimana asal 5 ayat (1) hurui c;

d. Kepala Dinas Fnergi dan Sumﬁcr Daya Mineral Kabupaten Rembang
untuk usaha pertambangan sebagaimana pasal 5 ayat (1) buruf d;
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang untuk kegiatan

krematorium:

. Pelaksana liarian Badan Penanggulangan  Bencana Daerah

Kabupaten Rembang untuk enanggulangan bencana alam

schagaimana pasal 5 ayat (1) huruf f;

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Kabupaten

Rembsng untuk pelayanan sosial sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf

g.

(4) Angkatan  Khusvs  yang dipergunakan untuk mengangkut BBM
bersubsidi mel.puty
a. Kendaraen Rocda =mpat;

b. Kenaaraan Roda tiga;
c. Kendaraen Roda daa

(5) Qr.‘,gl;utar khusus szbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi
cengan :
a. STNK;
b. KTP pengemudi;
T i alemm meAd o Kalnitishan BRBM dari SKPD vang berwenang.
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BAB VII
Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung jawab SKPD
Pasal 9

layanan BBM bersubsidi bertugas :
onan kebutuhan 3BM bersubsidi;
kutan khusus BBM bersubsidi;

(1) SKPD yang berwenang dalam pe
a. melakukan verifikasi permoh
b. memberikan rekomendasi ang
c. membuat kartu kendali;

(2) Dalam melaksanakan  tugas, masing-masing  pimpinan SKPD

bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pelayanan SPBU
Pasal 10

Pengeiola SPBU berkewajiban untuk :

a. memberikan pelayanan kepada pemegan
angkutan 3BM bersubsidi;

b. mengisi kartu kendali pembelian BBM bersubsidi;

c. membuat laporan penjualan BEBM bersubsidi untuk usaha mikro,
perikanan, pertanian, dan pelayanan umum, setiap bulan xepada SKPD.

g rekomendasi kebutuhan dan

Pasal 11

Mesa berlaku pemberien rekomendasi angkutan khusus BBM bersubsidi
yang dikeluarkan oleh SKFD adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak

dikeluarkarinya rekomendasi.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 12

(1) Pengawasan dan pengendalian pelayanan BBM bersubsidi dilakukan
olch Tim Monitoring, tingkat Kabupaten.

(2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Rembang Nomor
500/691/2009 tentang Penetapan Instansi yang Berwenang Memberikan
Rekfomendasi Kebutuhan Bahan Bakar Minyék untuk Usaha Kecil, Usaha
Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.
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Pasal 13

Peraturan Pupati iri mu'ai berlaku pada tanggal diuncangkan.
! }

Pasal 14
setiap  orang me ngetahuinya, memerintahkan pengundangan
ini dengan penempatannya dJdalam Lembaran Daerah

Agar
Supati

Peraturan
Kabupaten Rembeang,.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal (7 ApT\ 201
BUPAT REMBANG
f’ - '
/,/(“ v
I, { P
A

)

Diundanglcan di Rembang
pada tanggal !/ A(

QEKRETARIS DAERAH
I\AbUPA’l“: N REMRANG

{*\"‘ > ¢~ C, {;,/"{. L S

HAMZALL FATONI -
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 11
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| AMPIRAN I :Peraturan Bupati Rembang
Nomor %)'l Tahun 2012

Tanggal @37 Apeil 2ol

[LOP INSTANGI

_-'grfrmﬂﬂgg#_—!__——-—’—g’“———ﬁ

REKOMENDASI
NOMOR ........ ) — e

TENTANG
FEBUTUHAMN DAN ANGKUTAN KHUSUS BBM BERSUBESIDI
DI KABUPATEN REMBANG

Dasar -

I, Urdang-Undang Nomu: 2 Tahun 2001 tentang Miryak dan Gas Bumi;

5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1693 tentang
Angkutan Jalen;

3 Peraturan Presiden Nomor (5 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran daic
Konsumen Pengguna 'euis Bahan Bakar Minyak Tenentu:

4.  Peraturan Bupati Rembang Nomor ......... Tahun 2012 tentang Penunjukkan
Pejabat vang Berwenang Memberikan Rekomendasi Kebutuhan dan Angkuvtan
Khusus BBM Bersubsidi vntuk Usaha Mikro. Usaha Perikanan, Usaha Pertanian.
Transportasi dan Pelayanan Umum:

Permohonan ... .o ALaS NAQ: weveerveeeeeneeeniieens
Pengusahe/Instansi @ ... ... cemseTS RS
ALAMAL ¢« eieieeiieieniaes .

Berdasarkan hal tersebut diatas kami merekomendasikan kepada:
. Name Pemilik/ Pengusaha Angkutan
2, Alamat Pemilik/ Pengusaha Angkutan
3. Jenis Angkuten

4.  Noiror Poiisi

5. Swvrat-sust Fendarnan yarg dimiliki
O Digunakan mengangkut

7. ~cbutahan RBM Solar/ Pensin % sesaseressannesnssnril 758
5 Berlalu mulet tanggal :
Angkuar khusas tersebut haoms b-nar-benar diginakan untuk kegiatan pengangkutan
BRM bSeisubsidi, dan haris bepar-benar digurakan untuk kegiatan ... sehingga
apabila sewvaktu-voaitu terjadi scnyalahgunaan kegiatan ataupun tidak sesuai dengan
Retentuup maka akan berurusai dengan pihak yang berwajib dan Rekomendasi ini akan

DICABUT.

Dem kinn rekomendasi ini diberihan antuk dipergunakan sebagaintana mestinya.

Dicetapken di Rembang
Pada tanggal : ..........c..cosseecsaaions

Kepala Instansi

© ¢ “BUPATI REMBANG
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Namea Pairtik
Alamat

{ AMPIRAN II

No

Tangga' .

mor

¥ arin Jlendali Kebutuhan
dan Perabelian BBM Bersubsidi

Arglutan

Jenis Augkut=n

Nomor Polist

Digunakan untik mengangkut

Dari SPBU

- Bensin/ minyak solat

.Peraturan Bupati Rembang
1M
\7__Apcll

Tahun 2012
20\ 2-

Tujuan
"~ [ ‘Alokasi | o j
— | Kebutuhan i Rcalisasi/ pembelian Sisa ‘ Nama, Tanda
No ’_I"ahnn | BBM/ Alokasi pembeli tangan
Buian [ ... |Jumlah | (lter) BBM e
| (iten) g (liter) | _ - ]
1] 2 z 4 35 6 (3-5) | 7 8
| Jfeontol) | .. . ___ 1 ~ ~
1 |Januari | _ 6.000 02-1-2012 | 4.000 2.000 f__audi 1 .
o 30-1-2012 | 2.000 | - -
2 | Februaii | 6.000 05-2-2012 | 6.000 -~ |_Amir | ... o
N - R
: —— I B
R S N . N
T _ N
Pengelola SPBU ........ccoceeeiae.
........ s
- BUPATI REMBANG

|

o

-

B MOCH. SALIM
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| AMPIRAN III :Peraturan Bupati Rembang

Nomor : || Tahun 2012
Er-: gal 117 April 2013 -

Karta Kendaii Kehutuhan BBM Bersubsidi

T Kebutuhan/bulan | 4.n

[
Rensin Solar | Tujuan Ket.
1 (liter) (liter) E_P_BU l
3 4 S _ 6 7 8
B .
) I | %"
B I— —
pE— T
D AT |
. [

""’R‘UP,‘\ 'l REMBANG

——— »

7 . \jg——

H. MOCH. SALIM

—



